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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) 

dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL 

PEMERINTAH PUSAT. 

 

Pasal 1 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan 

tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, 

Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah 

kabupaten/kota; 

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 

c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya; 

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan 

peraturan daerah kabupaten/kota tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

perubahan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang 

daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 

e. melakukan pengawasan terhadap peraturan 

daerah kabupaten/kota; dan 
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f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

mempunyai wewenang: 

a. membatalkan peraturan bupati/wali kota; 

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada 

bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

c. menyelesaikan perselisihan dalam 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

daerah provinsi; 

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan 

peraturan daerah kabupaten/kota tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah 

kabupaten/kota; dan 

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan 

wewenang: 

a. menyelaraskan perencanaan pembangunan 

antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/kota di 

wilayahnya; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan antara daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/ 

kota yang ada di wilayahnya; 

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah 

Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada 

daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 

d. melantik bupati/wali kota; 

e. memberikan persetujuan pembentukan instansi 

vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan 
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instansi vertikal untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan absolut dan pembentukan instansi 

vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya 

secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian 

dan lembaga pemerintah nonkementerian yang 

ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang 

bersangkutan kecuali untuk kepala instansi 

vertikal yang melaksanakan urusan 

pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal 

yang dibentuk oleh kementerian yang 

nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 2 

(1)  Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan 

wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu 

oleh perangkat gubernur. 

(2) Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh perangkat daerah provinsi. 

(3) Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 

sekretaris gubernur. 

(4) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya 

ditetapkan sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

(5) Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
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